TINJAUAN VIKTIMOLOGIS ATAS KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI KOTA MAKASSAR by JASTIKADINATA, ZALDI
 
 
SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS ATAS KEJAHATAN PENGANIAYAAN  
OLEH MASSA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
DI KOTA MAKASSAR 
 
 
 
OLEH : 
ZALDI JASTIKADINATA 
B 111 09 476 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
2013
i 
 
 
 
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS ATAS KEJAHATAN PENGANIAYAAN  
OLEH MASSA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
DI KOTA MAKASSAR 
 
 
 
 
OLEH : 
ZALDI JASTIKADINATA 
B 111 09 476 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
 Universitas Hasanuddin 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
2013 
ii 
PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS ATAS KEJAHATAN 
PENGANIAYAAN  OLEH MASSA TERHADAP PELAKU 
KEJAHATAN DI KOTA MAKASSAR 
 
Disusun dan diajukan oleh 
ZALDI JASTIKADINATA 
B 111 09 476 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Dan Dinyatakan Diterima  
 
 
 
 
Panitia Ujian 
Ketua 
 
  
 
 
Sekretaris 
 
 
 
Prof. Dr. Muhadar.,S.H.,M.S 
NIP. 19590317 198703 1 002 
Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H. 
NIP. 19660827 199203 2 002 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
   
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 
NIP. 19630419 198903 1 003 
 
 
iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : Zaldi Jastikadinata 
Nomor Pokok : B 111 09 476 
Bagian : Hukum Pidana 
Judul : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS ATAS KEJAHATAN 
PENGANIAYAAN  OLEH MASSA TERHADAP 
PELAKU KEJAHATAN DI KOTA MAKASSAR 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.  
 
              Makassar, 29 Oktober 2013 
Pembimbing I    Pembimbing II,   
 
Prof. Dr. Muhadar.,S.H.,M.S          Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H. 
NIP. 19590317 198703 1 002                  NIP. 19660827 199203 2 002 
 
  
iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : Zaldi Jastikadinata 
Nomor Pokok : B 111 09 476  
Bagian : Hukum Pidana 
Judul : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS ATAS KEJAHATAN 
PENGANIAYAAN  OLEH MASSA TERHADAP 
PELAKU KEJAHATAN DI KOTA MAKASSAR 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir 
program studi. 
    Makassar, 29 Oktober 2013 
     A.n. Dekan 
     Wakil Dekan Bidang Akademik 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng,S.H.,M.H.                  
NIP. 19630419 198903 1 003 
 
 
  
v 
ABSTRAK 
 
ZALDI JASTIKADINATA (B11109476), Tinjauan Viktimologi atas 
Kejahatan Penganiayaan oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan di 
Kota Makassar dibimbing oleh Muhadar sebagai Pembimbing I dan 
Dara Indrawati sebagai Pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban penganiayaan 
yang dilakukan oleh massa di Kota Makassar dan untuk mengetahui 
upaya penanggulangan oleh Pihak Kepolisian terhadap kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh massa di Kota Makassar. Penelitian 
yang dilakukan di Polretabes Makassar dan Lapas Klas 1 Makassar. 
 
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalis untuk 
mengetahui sejauh mana peranan pihak kepolisian dalam menaggulangi 
tindak pidana penganiayaan serta pengakuan korban atas tindak pidana 
ini. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian Penulis berkesimpulan antara lain: a) 
Peranan korban dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
massa di Kota Makassar sangatlah besar, sebab awalnya korban 
melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga memancing massa 
untuk melakukan penganiayaan terhadap dirinya. b) Upaya 
penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sangatlah minim, 
dengan hanya mengamankan para korban saja. Tidak ada tindakan lebih 
lanjut terhadap massa yang telah menganiaya para korban. Ini 
mengindikasikan ketidak sigapan kepolisian yang menganggap bahwa 
tindak pidana penganiayaan sebagai delik aduan. Dan tidak melakukan 
penahanan terhadap pelaku penganiayaan massa oleh pihak kepolisian 
maka dapat menimbulkan pemikiran di dalam masyarakat bahwa apa 
yang dilakukan oleh massa tersebut adalah sesuatu yang benar dan telah 
membantu pihak Kepolisian dalam melakukan tugasnya. 
 
 
 
 
 
vi 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur alhamdullilah Penulis panjatkan pada Allah SWT atas 
rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada Penulis 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Viktimologi atas 
Kejahatan Penganiayaan oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan di Kota 
Makassar” dengan kesabaran dan kesehatan yang merupakan 
persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
 
Berbagai hambatan dan kesulitan Penulis hadapi selama 
penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, 
bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan, 
kesulitan tersebut dapat teratasi untuk itu perkenankanlah Penulis 
mengucapkan terimakasih. Terlebih kepada Kedua orangtuaku, Mansur 
Said, S.H, Muliati S.Kes yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, 
memberikan kasih sayang serta perhatian dan membiayai Penulis sampai 
selesai studi Penulis. Dan untuk saudara dan saudariku Cadela Armita, 
Muhammad Said yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada 
Penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan Kepada : 
 
1. Bapak Prof. Dr. dr. A. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
vii 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH,. MS,. DFM. Selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 
3. Prof. Dr. Muhadar S.H M.Si. dan Dr. Dara Indrawati SH., MH. 
selaku Pembimbing I dan Pembimbing II 
4. Birkah Latief SH., MH,. Selaku Penasihat Akademik atas segala 
bimbingannya dan perhatiannya yang telah deiberikan kepada 
Penulis 
5. Untuk Teman-teman Kelas E Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Ismail, Yusi, Iin, Dias, Fadil, Dayat, Rara, Cindy, Anca, 
Kurniadi, Mibar, Oca, Alfy, Teten, Vita, Hardianto, Dedy, Anno, 
Nining, Anni, Ilo, Adit, Ira, Dio, Tonton, Aan, Ishak, Reza, Arsel, 
Amir, Akka dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu 
terimakasih atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis 
mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga 
selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin 
6. Teman-teman Doktrin Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin 
7. Kapolrestabes Makassar serta jajarannya yang membantu dan 
memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan 
informasi yang dibutuhkan Penulis 
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar serta 
jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam 
viii 
rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang 
dibutuhkan Penulis 
9. Teman KKN Gelombang 82 Univesitas Hasanuddin di Kabupaten 
Enrekang, Kacamatan Curio  khususnya Posko Tallungura’ Mika, 
Fat, Ika, Desy, Yuli dan Nana 
10. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik 
Penulis 
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya 
dosen bagian pidana 
 
Dan seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya 
skripsi ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. 
 
 
Makassar,  29 Oktober  2013 
 
 
      Zaldi Jastikadinata 
 
 
 
 
 
 
ix 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN SAMPUL   ..........................................................................   i 
HALAMAN JUDUL  ...............................................................................   ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................  iii 
PERSETUJIAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....................................   iv 
ABSTRAK  ............................................................................................  v 
KATA PENGANTAR .... ........................................................................  vi 
DAFTAR ISI    .......................................................................................  ix 
 
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1 
A. Latar Belakang Masalah    .................................................................  1 
B. Rumusan Masalah    .........................................................................  8 
C. Tujuan Penelitian    ...........................................................................  8 
D. Kegunaan Penelitian    ......................................................................  9 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................  10 
A. Viktimologi    ………………………………………………..….. 10 
1. Pengertian Viktomologi ………………………………….. 10 
2. Ruang Lingkup Viktimologi ……………………………… 13 
3. Manfaat Viktimologi ……………………………………… 15 
B. Korban 
1. Pengertian Korban ....................................................... 20 
2. Tipologi Korban ……………………………… …............      26 
C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan .............................. .……………       30 
 
x 
D. Kejahatan Penganiayaan ................................................ 31 
1. Pengertian Kejahatan Penganiayaan  ........................ 31 
2. Jenis-jenis Kejahatan Penganiayaan  . .......................  32 
E.  Massa ............................................................................. 45 
1. Pengertian Massa. ..................................................... 45 
F. Teori-Teori Penanggulangan kejahatan ...........................  55 
 
BAB III METODE PENELITIAN .............................................................  57 
A. Lokasi Penelitian ............................................................ 57 
B. Jenis dan Sumber Data .................................................. 57 
C. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 58 
D. Analisis Data .................................................................. 59 
 
BAB IV PEMBAHASAN ........................................................................  60 
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian ................................ 60 
B. Peran Korban terhadap Peningkatan Terjadinya  
Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh  
Massa diKota Makassar. ................................................. 65 
C. Peran Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan  
Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh  
Massa di Kota Makassar…………………………………….    68 
 
BAB V PENUTUP .................................................................................  72 
A. Kesimpulan .................................................................... 72 
B. Saran  ............................................................................ 72 
 
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................  74 
  
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan ialah perbuatan yang menyimpang dari norma-norma 
yang masih hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat 
sejumlah norma yang berlaku di dalamnya yang bertujuan untuk mengatur 
tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. 
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang cukup sulit untuk 
diminimalisir dan ini menandakan bahwa kejahatan telah menjadi masalah 
utama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menyebut sesuatu 
perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan 
yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah (A. S Salam; 2010; 
16):   
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Contohnya, misalnya orang 
dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan tersebut 
telah diatur dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat. 
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6. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tesebut. 
Masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan itu ada 
karena faktor pelakunya saja. akan tetapi kejahatan sebenarnya bukan 
hanya ditentukan oleh faktor pelaku saja, tetapi ada beberapa faktor yang 
saling mempengaruhi antara pelaku, korban dan situasi yang sedang 
dialami oleh korban memiliki andil besar terhadap terjadinya suatu 
kejahatan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Banyaknya 
benturan sosial yang harus dihadapi dalam perubahan zaman yang begitu 
cepat, menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya Pelanggaran 
hukum atau Kejahatan dalam masyarakat, salah satunya adalah 
penganiayaan. 
Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang juga 
merupakan suatu masalah sosial dalam masyarakat yang cukup sulit 
dihindari. Dengan kata lain, penganiayaan tidak  berdiri sendiri, melainkan 
banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu didalamnya. Unsur-
unsur sosial tersebut misalnya; kepentingan seseorang yang menjadikan 
motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga sosial dalam 
masyarakat seperti lingkungan keluarga, kepribadian,, maupun lembaga-
lembaga pendidikan. Tetapi terkadang penganiayaan yang dilakukan oleh 
masyarakat mempunyai alasan karena pada awalnya korban terlebih 
dahulu melakukan Kejahatan lain.  
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Penganiayaan yang terjadi terhadap korban memang dapat 
disebabkan karena beberapa hal salah satunya adalah seperti tersebut di 
atas. Namun pada dasarnya penganiayaan yang dilakukan oleh siapapun 
dan dengan alasan apapun juga, tetap merupakan tindak pidana yang 
sekiranya diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana dan dapat 
dikenanakan sanksi bagi siapapun juga yang melakukannya. 
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural terdiri dari 
berbagai suku dan ras serta dengan berbagai latar belakang yang 
berbeda pula. Keadaan tersebut dapat pula menimbulkan menjadi pemicu 
terjadinya penganiayaan. Tak hanya itu, tindak penganiaayan pun sering 
pula terjadi dalam suatu kelompok yang pada dasarnya telah memiliki 
kesaaman tujuan dan kesamaan kehendak, namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa penganiayaan masih dapat terjadi dalam kelompok tersebut.  
Penganiayaan dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. 
Kekerasan atau bahkan penganiayaan juga kadang terjadi dilingkungan 
yang seharusnya membina bukan menyiksa. Sebut saja keluarga yang 
seharusnya membina anggota-anggotanya justru paling rentan terjadi 
kekerasan atau penganiayaan didalamnya. 
Fakta di masyarakat Indonesia membuktikan bahwa masih banyak 
sekali penganiayaan yang terjadi dengan melihat pemberitaan di media.  
Penganiayaan dan kekerasan yang marak terjadi di Indonesia seharusnya 
mendapat perhatian khusus.  
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Penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku Kejahatan 
merupakan salah satu fenomena klasik dalam masyarakat Indonesia. 
Apakah tindakan tersebut terjadi karena faktor budaya atau kebiasaan, 
masih belum jelas adanya. Namun fenomena tersebut telah tumbuh dan 
berakar dalam masyarakat Indonesia sendiri. Keadaan tersebut 
menujukkan bahwa masyarakat  Indonesia belum menjunjung tinggi nilai-
nilai yang terkandung pada Pancasila khususnya Sila kelima yaitu, 
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. 
Pancasila merupakan falsafah  hidup Indonesia seharusnya 
mencerminkan prilaku hidup masyarakat Indonesia yang cinta damai. 
Prilaku hidup masyarakat yang sering mengutamakan “main hakim 
sendiri” mencerminkan tidak dilaksanakananya falsafah pancasila itu 
dengan baik. 
Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mengedepankan 
hukum dalam memenuhi rasa keadilan.  Status sebagai  Negara hukum 
tidak dicerminkan dari perilaku “main hakim sendiri”, justru perilaku 
tersebut menunjukkan tindakan anarkis yang jauh dari kesan adil. Bila 
ditarik suatu benang merah, memang seorang yang telah melakukan 
Kejahatan dapat menarik emosi siapa saja apalagi ketika tindakan 
tersebut telah merugikan kepentingan banyak orang. Rasanya sah-sah 
saja untuk menghakimi orang tersebut. seperti itulah gambaran reaksi 
yang ditunjukkan masyarakat Indonesia terhadap pelaku Kejahatan. 
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Menghakimi pelaku Kejahatan dengan menganiaya belum tentu 
dapat memberikan efek jerah baik bagi pelaku maupun sebagai calon 
pelaku Kejahatan. Bahkan banyak diatara korban penganiayaan yang 
kembali melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Bila demikian 
apakah fungsi dari tindakan main hakim sendiri. Apakah hanya sebagai 
reaksi spontan yang terjadi akibat dilakukannya Kejahatan oleh korban 
penganiayaan yang dilakukan untuk membuat jerah pelaku atau hanya 
sebagai tindakan pelampiasan terhadap aksi kejahatan yang dilakukan 
pelaku. 
Penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku Kejahatan tidak 
memberikan solusi efektif dalam menangani pelaku. Namun justru 
tindakan penganiayaan tersebut juga merupakan sauatu tindak pidana. 
Jadi pelaku yang melakukan Kejahatan dan diikuti dengan reaksi 
masyarakat yang melakukan penganiayaan hanya melahirkan tindak 
pidana lain yaitu penganiayaan. Perilaku masyarakat tersebut hanya akan 
membentuk masyarakat menjadi seorang kriminal. 
Keadilan yang dimaksud dalam tindakan penganiayaan pada 
pelaku Kejahatan tidak seperti keadilan yang dijamin oleh hukum. Karena 
keadilan yang diberikan oleh hukum bersifat yuridis dengan 
menitikberatkan pada hak asasi manusia bukan pada rasa emosional 
yang ditujukan masyarakat pada pelaku Kejahatan. Nilai hak asasi 
manusia yang terjadi pada penganiayaan sama sekali tidak dikedepankan 
oleh masyarakat. Faktanya tindakan tersebut telah banyak menelan 
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korban dan sama sekali tidak memberi dampak positif dalam masyarakat 
modern. 
Sanksi berupa penganiayaan juga kerap terjadi dalam lingkungan 
masyarakat adat. Masyarakat adat yang kental dengan sanksi moral juga 
menerapkan sanksi berupa penganiayaan bagi pelaku yang tertangkap 
tangan melakukan Kejahatan. Perbedaannya adalah, pada masyarakat 
adat sanksi tersebut dapat memberi dampak pencegahan dan efektif 
dalam mengurangi Kejahatan oleh pelaku bahkan calon pelaku. 
Pemberian sanksi hukuman moral dan penganiayaan oleh masyarakat 
adat pada dasarnya sah saja, karena hukum adat yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat telah melegalkan masyarakat untuk memberikan sanksi 
tersebut. Bila demikian apakah masyarakat adat tidak mengedepankan 
hak asasi manusia dalam penerapan sanksinya, dan justru bersifat 
anarkis.  
Hukum adat dalam tatanan hukum nasional tetap diakui 
keberadaan serta eksistensinya, bahkan hukum adat juga telah menjadi 
salah satu dasar hukum nasional Indonesia. Perkembangan hukum di 
Indonesia khususnya dalam proses pembentukan hukum oleh legislatif, 
tetap mempertimbangkan hak-hak adat, sekalipun demikian tak satu pun 
aturan perundang-udangan yang melegalkan tindakan main hakim sendiri. 
Perkembangan penganiayaan kepada pelaku kejahatan saat ini 
sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan, negara seharusnya 
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memberi jaminan akan perlindungan hukum kepada seluruh rakyatnya. 
Negara melalui aparat hukum seperti aparat kepolisian seharusnya 
mampu memberi perlindungan yang optimal kepada seluruh rakyat 
Indonesia sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. 
Pelaku penganiayaan pun seharusnya dapat diproses sesuai 
aturan hukum yang berlaku karena pada dasarnya unsur-unsur pidana 
telah terpenuhi.  Oleh karena itu diperlukan aparat hukum yang berani 
bertindak adil dan memberi rasa keadilan bagi korban penganiayaan. 
Karena secara yuridis hanya aparat hukum yang dapat menyatakan 
seorang pelaku sebagai tersangka dan hak tersebut tidak dimiliki oleh 
masyarakat sipil.  
Ironi yang kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat ini 
merupakan suatu permasalahan serius yang kadang tidak mendapatkan 
perhatian khusus dari aparat kepolisian. Sikap atau tindakan 
penganiayaan terhadap pelaku kejahatan ini merupakan suatu masalah 
dalam masyarakat yang menarik perhatian penulis untuk dikaji sebagai 
tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul. “ 
Tinjauan Viktimologis atas Korban Kejahatan  Penganiayaan oleh Massa 
terhadap Pelaku Kejahatan di Kota Makassar. 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di 
atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, 
yaitu: 
1. Bagaimanakah peranan korban terhadap peningkatan terjadinya 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh massa di kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak 
hukum terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
massa di kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah tentunya mempunyai 
beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah: 
1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap peningkatan terjadinya 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh massa di kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh aparat penegak 
hukum terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
massa di kota Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 
 Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 
terhadap kesadaran masyarakat terhadap kejahatan penganiayaan 
oleh massa terhadap pelaku kejahatan di kota Makassar. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada para 
korban penganiayaan yang dilakukan oleh massa akan hak-hak 
yang dapat diperolehnya. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau 
referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan 
melakukan penelitian lanjutan mengenai korban penganiayaan oleh 
massa terhadap pelaku kejahatan di kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
 Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru 
jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan 
kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak 
lebih rendah dibandingkan dengan cabang ilmu yang lain, dalam kaitan 
pembahasan mengenai fenomena sosial (Dikdik Mansur dan Elisatris 
Gultom, 2008: 33). 
 Viktimologi, berasal dari bahasa latin viktima yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia 
sebagai suatu kenyataan sosial (Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, 
2008: 34). 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena 
tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, 
tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan 
yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau 
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tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang 
secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. 
Korban sudah sewajarnya mendapat perhatian utama dalam 
membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan 
yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya 
pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, 
diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya 
penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada 
menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. 
Viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini 
membawa akibat perlunya suatu pemahaman (Dikdik Mansur dan Elisatris 
Gultom, 2008: 35), yaitu: 
1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara 
fenomena yang ada dan saling memengaruhi; 
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.  
Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban 
kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-
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pemikiran dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 
serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Permikiran kedua ahli ini sangat 
memengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi (Dikdik Mansur dan 
Elisatris Gultom, 2008: 35). 
Perkembangan viktimologi hingga keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
beberapa perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase (Dikdik 
Mansur dan Elisatris Gultom, 2008: 35), yaitu: 
1. Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini 
dikatakan sebagai penal or special victimology. 
2. Viktomologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi 
juga korban kecelakaan, fase ini disebut dengan general 
victimology. 
3. Viktimologi mengkaji masalah korban kerena penyalahgunaan 
kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai 
new victimology.  
Objek pengkajian dari viktimologi itu diantaranya: pihak-pihak mana 
saja yang terlibat/memengaruhi terjadinya viktimisasi (kriminal), 
bagaimanakah respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor 
penyebab terjadinya viktimisasi kriminal, bagaimanakah upaya 
penanggulangannya, dan sebagainya (Dikdik Mansur dan Elisatris 
Gultom, 2008: 36). 
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2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi viktimologi merupakan suatu 
studi yang bertujuan untuk (Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 
2008: 43): 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya 
viktimasi; 
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
Menurut J. E Sahetapy (Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 
2008: 43), ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang 
(dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak 
selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban 
kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya di tahun 
1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji 
korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan 
tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban 
bencana alam di luar kemauan manusia (out of man’s will). 
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Kejahatan yang mengkibatkan korban sebagai objek kajian 
viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB kelima di Geneva tahun 
1975, Kongres Keenam tahun 1980 di Caracas, yang meminta perhatian 
bahwa korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya 
kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan 
lainnya, tetapi juga kejahatan inkonvensional, seperti terorisme, 
pembajakan, dan kejahatan kerah putih (Dikdik Mansur dan Elisatris 
Gultom, 2006: 44). 
Dalam Kongres PBB Kelima di Geneva Tahun 1975 dihasilkan 
kesepakatan untuk memerhatikan kejahatan yang disebut sebagai crime 
as business, yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan 
materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri yang pada umumnya 
dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang 
mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, seperti 
pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, perbankan dan 
kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal sebagai organized crime, 
white collar crime, dan korupsi. Dalam Kongres PBB Keenam Tahun 1980 
di Caracas dinyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat 
membahayakan dan merugikan bukan hanya kejahatan-kejahatan 
terhadap nyawa, orang, dan harta benda, tetapi juga penyalahgunaan 
kekuasaan (abuse power), sedangkan dalam kongres PBB Ketujuh 1985, 
menghasilkan kesepakatan untuk memerhatikan kejahatan-kejahatan 
tertentu yang dianggap atau dipandang membahayakan seperti economic 
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crime,environment offences, illegal trafficking in drugs, terrorism, 
apartheid, dan industrial crime (Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, 2006: 
44). 
3. Manfaat Viktimologi 
Arif Gosita (Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008: 63) 
menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari 
viktimologi, yaitu sebagai berikut: 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi 
bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat 
pemahaman itu, akan diciptakan pengertian, etiologi kriminal, dan 
konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, 
dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi 
permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan 
dan penghidupan. 
b. Viktimologi memberi sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang 
korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, dan sosial. Tujuannya bukanlah untuk mnyanjung 
korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan 
mengenai kedudukan dan peran krban serta hubungannya dengan 
pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam 
upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi 
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menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka 
yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu 
viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui bahaya yang 
dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. 
Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak 
menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya adalah 
bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memberikan pengertian yang 
baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup 
aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya 
mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana 
menghindarinya. 
d. Viktimologi juga memerhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak 
langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” 
akibat penyuapan oleh sesuatu korporasi internasional, akibat-
akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadi 
viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat 
menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan 
sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula 
viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui 
terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat 
merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih jauh.  
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e. Viktimologi memberi dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian 
viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan 
dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi 
pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam 
proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai 
hak dan kewajiban asasi manusia. 
Manfaat Viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban (Dikdik Mansur dan 
Elisatris Gultom, 2008: 65), yaitu: 
1. Manfaat yang berkenaan dnegan usaha membela hak-hak korban 
dan perlindungan hukum; 
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam 
suatu tindak pidana; 
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. Manfaat viktimologi dapat memahami kedudukan dan 
peranan korban dalam terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha 
mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi 
sebagai suatu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 
Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara 
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yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 
Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum, 
seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagi aparat 
kepolisian viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan 
kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang 
mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada 
terjadinya kejahatan, sebagaimana modus operandi yang biasanya 
dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lain 
yang terkait. 
Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 
pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan 
diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai 
korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. 
Bagi kejahatan, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang 
dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dengan adanya 
viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 
kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 
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tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap 
pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim 
dapat mempertimbangkan berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan 
pada terdakwa dengan melihat pada seberapa besar penderitaan yang 
dialami oleh korban pada terjadinya kejahatan, misalnya hakim akan 
mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa 
dengan melihat pada penderitaan yang dialami oleh korban akibat 
perbuatan terdakwa. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Koesoemo 
(Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008:67) bahwa hakim yang 
besar adalah putusannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat 
dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, serta dapat 
dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak 
boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan (Ilhami Bisri, 
2011: 40): 
1. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia; 
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2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu 
kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup 
antarmanusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh 
normal-normal moral, agama, sosial (norma etika) serta hukum. 
3. Kepentingan pemerintahan dan negara, yaitu kepentingan yang 
muncul dan berkembangan dalam rangka penyelenggaraan 
kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak 
dan beriwibawanya negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia 
maupun dalam pergaulan dunia. 
Viktimologi dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini 
terkesan kurang memerhatikan aspek perlindungan korban. 
 
B. Korban  
1. Pengertian Korban 
Dikaji dari perspektif viktimologi pengertian korban dapat 
diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban 
diartikan sebagai orang yang menderita atau merugi akibat pelanggaran 
baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum 
pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan 
kekuasaan (victim abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam 
arti sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan 
yang diatur dalam ketentuan hukum pidana (Lilik Mulyadi, 2008:246). 
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Dari perspektif Ilmu Viktimologi, korban pada hakikatnya hanya 
berorientasi pada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar 
aspek tersebut, misalnya bencana alam bukanlah merupakan objek kajian 
dari viktimologi. Korban tersebut dapat diklasifikasikan secara global 
menjadi (Lilik Mulyadi, 2008:246): 
1. Korban kejahatan (victims of crime) sebagaimana terrmaktub dalam 
ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) diancam dengan 
penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan 
sebagai penal victimology dimana ruang lingkup kejahatan meliputi 
kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (white collar crimes), 
serta victimless crimes yaitu victimisasi dalam korelasinya dengan 
penegakan hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan; 
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of 
power). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi political 
voctimology dengan ruang lingkup abuses of power, Hak Asasi 
Manusia (HAM) dan terorisme; 
3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administrasi atau 
yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi 
yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya 
ruang lingkupnya bersifat economic victimology; dan 
4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan 
bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga 
sanksnya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.  
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Dikaji dari perspektif teoritis dan normatif terminologi korban 
kejahatan dikenal dalam berbagai dimensi. Ketentuan angka 1 
Declaration of basic principles of justice for victims of crime and 
abuse of power  tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) sesuai Deklarasi No.A/Res/40/34 Tahun 1985 
mengkualifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (victims of 
crime) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victim of abuse of 
power). Eksplisit No. A/Res/40/34 Tahun 1985 menentukan, bahwa 
korban kejahatan (victims of crime) sebagai: 
Victims means persons who, individually of collectively, have 
suffered harm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economic loss or substantial impairment of their 
fundamental right, through acts or omissions that are violations of 
criminal laws operative within member states, including those laws 
proscribing criminal abuse power.  
(Korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif 
yang menderita kerugian baik kerugian fisik maupun mental, 
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan 
substansial dari hak-hak asasi mereka, termasuk peraturan-
peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan) (Lilik 
Mulyadi, 2008:246).  
Berikutnya pula, Deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 
menentukan, bahwa korban penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse 
of power) sebagai:  
Victims means persons who, individually of collectively, have 
suffered harm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economic loss or substantial impairment of their 
fundamental right, through acts or omissions that do not yet 
constitute violations of national criminals laws but internationally 
recognized norms relating to human rights.  
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 Arif Gosita (Lilik Mulyadi, 2008:247) mengartikan korban sebagai 
mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 
orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang 
lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 
menderita. 
 Muladi (Lilik Mulyadi, 2008:247) menyebutkan pengertian korban 
sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu 
kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu 
sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. 
 Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi 
Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam: 
1. Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan korban adalah orang 
yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam 
rumah tangga. Dari dimensi ini ketentuan Pasal 10 menentukan 
korban berhak mendapatkan: 
a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik 
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan 
dari pengadilan; 
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 
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c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan 
korban; 
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 
setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
e. Pelayanan bimbingan rohani (Lilik Mulyadi, 2008:248). 
2. Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang ini menentukan adanya korban mempunyai hak berupa (Lilik 
Mulyadi, 2008:249): 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
c. Memberikan tekanan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapat informasi dari perkembangan kasus; 
g. Mendapat informasi dari putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
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i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapat tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau  
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir.  
Dalam hal terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM) yang berat selain hal di atas, juga berhak pula untuk 
mendapat: 
a. Bantuan medis; dan 
b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 
3. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang 
Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyebutkan bahwa 
korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 
Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 maka bentuk 
perlindungannya dapat berupa (Lilik Mulyadi, 2008:249): 
a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari 
ancaman fisik dan mental; 
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b. Perahasiaan identitas korban dan saksi; 
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang 
pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. 
  
2. Tipologi Korban 
Kajian konteks tipologi perlindungan korban kejahatan sebenarnya 
tidak terlepas dari tipologi korban kejahatan. Sebenarnya, tipologi korban 
kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif (Lilik Mulyadi, 
2007:124), yaitu: 
a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan. Melalui perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah 
menyebutkan beberapa tipologi (Lilik Mulyadi, 2007:124), yaitu: 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. 
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan. 
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki prilaku lain sehingga memudahkan  dirinya menjadi 
korban. 
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5. False victims adalah mereka yang menjadi korban kerena dirinya 
sendiri. 
b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stephen Schafer (Lilik Mulyadi, 2007:124) mengemukakan tipologi 
menjadi tujuh bentuk yaitu: 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 
Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak 
korban 
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bermacam-macam. 
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian dibungkuskan dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.  
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensi korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
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masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban  yang tidak berdaya. 
5. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial lemah. Untuk ini, pertanggungjawabannya 
secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. 
6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik. 
Pengelompokan korban menurut Selling dan Wolfgang, yaitu 
sebagai berikut (Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, 2008:50): 
a. Primeari victimization, yaiut korban berupa individu atau perorangan 
(bukan kelompok). 
b. Secendary victimizition, yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum. 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
d. No victimization, korban yang tidak dapat diketahui misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.  
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Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Stephen 
Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu 
sebagai berikut (Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, 2008:50): 
a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi 
korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku. 
b. Korban secara sadar atau tidak secara sadar untuk melakukan 
sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. 
Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam 
terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan 
korban. 
c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. 
Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang 
miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang 
yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat 
disalahkan, tetapi pihak masyarakatlah yang harus bertanggung 
jawab. 
d. Korban karena dia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan 
sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, 
merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa 
korban. Pihak yang  bersalah adalah karena ia juga sebagai pelaku.  
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C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan ialah perbuatan yang menyimpangan dari norma-norma 
yang masih hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat 
sejumlah norma yang berlaku di dalamnya yang bertujuan untuk mengatur 
tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. 
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang cukup sulit untuk 
diminimalisir dan ini menandakan bahwa kejahatan telah menjadi masalah 
utama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menyebut sesuatu 
perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan 
yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah (A. S Salam; 2010; 
16):   
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Contohnya, misalnya orang 
dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan tersebut 
telah diatur dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tesebut. 
31 
D. Kejahatan Penganiayaan  
1. Pengertian Kejahatan Penganiayaan 
Kejahatan terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang 
menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Di dalam 
KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang 
menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Berbagai 
peraturan tersebut, dimaksudkan tidak lain adalah untuk melindungi 
kepentingan hukum hal ini tubuh manusia dari perbuatan jahat yang 
dilakukan oleh subjek hukum lain. 
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut 
sebagai penganiayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang 
(penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sementara KUHP sendiri 
tidak memberikan arti khusus mengenai defenisi dari pada penganiayaan. 
Defenisi mengenai penganiayaan dapat kita temukan pada beberapa 
yurisprudensi, yaitu: 
1. Arrest hoge raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan: 
Penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia atau 
menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk 
mencapai suatu maksud yand diperbolehkan. Misalnya, memukul anak 
dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua terhadap 
anaknya sendiri. 
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2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 merumuskan: 
Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. 
Tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika perbuatan tersebut dimaksud 
untuk mencapai tujuan lain, dan dalam menggunakan akal dan secara 
tidak sadar yang melakukannya telah melewati batas-batas yang tidak 
wajar. 
3. Arrest Hoge Raad tanggal 11 Februari 1929 merumuskan: 
Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, akan 
tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa 
sakit, tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat 
menjadi penganiayaan.  
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk 
dapat dikatakan bahwa telah terjadi penganiayaan, jika orang tersebut, 
memiliki kesengajaan untuk: 
1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; dan 
3. Merugikan kesehatan orang lain. 
 
2. Jenis-jenis Kejahatan Penganiayaan 
Penganiayaan atau biasa juga disebut sebagai delik penganiayaan, dapat 
dijumpai dalam Buku 2 (dua) KUHP Bab X yang diatur pada Pasal 351 
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sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam KUHP 
terdiri dari 2 macam, yaitu: 
1. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau 
penganiayaan yang meliputi: 
a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 
KUHP. 
b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 
KUHP. 
c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 
KUHP. 
d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 
KUHP. 
e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 355 KUHP. 
f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP. 
2. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, 
yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 360. Tindak pidana tersebut secara 
populer terkenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya 
menyebabkan orang lain terluka. 
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a) Penganiayaan biasa 
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Apabila 
dibandingkan dengan perumusan tentang tindak pidana lain dalam KUHP, 
maka perumusan yang paling singkat dan sederhana.  
Ketentuan yang mengatur mengenai penganiayaan biasa dalam 
KUHP (Soesilo, 1988: 244): 
1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
3. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan 
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
Berdasarkan ketentuan di atas Soesilo mengemukakan bahwa 
undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan 
dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan 
diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa 
sakit, dan/atau luka. Semuanya dilakukan dengan sengaja dengan 
maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.  
Dengan adanya pernyataan di atas maka dapat disimpukan bahwa 
setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 
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sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan. Apabila perbuatan 
tersebut ternyata dilakukan karena suatu tujuan yang patut. 
Yang dimaksud dengan perbuatan dalam konteks Pasal 351 KUHP 
adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah 
merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan 
anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Selain 
bersifat positif, unsur perbuatan dalam Penganiayaan juga harus bersifat 
abstrak. Artinya penganiayaan itu dapat berupa berbagai macam bentuk 
perbuatan seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, 
dan sebagainya. 
1. Unsur Akibat yang Berupa Rasa Sakit atau Luka Pada Tubuh. 
Rasa sakit dalam konteks Pasal 351 KUHP mengandung 
mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, 
tidak enak atau penderitaan tanpa menyaratkan adanya perbuatan pada 
tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya 
perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa tubuh, sehingga 
menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. 
Akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung 
dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. 
2. Akibat yang Merupakan Tujuan Pelaku 
Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam Penganiayaan 
akibat berua rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan tujuan dari 
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pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit aau 
luka dari perbuatan yang dilakukannya. Jadi adanya penganiayaan harus 
dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari 
pelaku. 
b) Penganiayaan ringan 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Dalam Pasal 
tersebut ditentukan bahwa: 
1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk melakukan pekerjaan jabatan, atau pencarian, diancam 
sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 
3 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang 
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, 
atau menjadi bawahannya. 
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 
(Soesilo:1988:245) 
Berdasarkan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud penganiayaan ringan adalah serangkaian perbuatan yang 
dilakukan seseorang yang tidak menimbulkan penyakit atau tidak 
menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencarian, sehingga dapat dikatakan bahwa si pelaku dalam mewujudkan 
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perbuatannya tidak menggunakan suatu alat yang kiranya dapat 
mengakibatkan korban mengalami luka. 
c) Penganiayaan Berencana 
Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang 
menyatakan: 
1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka si pelaku diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan berencana 
biasa, yang ditambahkan dengan unsur rencana terlebih dahulu. 
Pada Pasal 353 ayat (1) ditentukan unsur yang hampir sama 
dengan penganiayaan biasa, namun pada penganiayaan berencana di 
tambah dengan rencana-rencana terlebih dahulu. Unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Adanya kesengajaan 
2. Adanya perbuatan 
3. Adanya rasa sakit dan luka parah pada tubuh 
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4. Akibat merupakan tujuan dari pelaku 
5. Adanya rencana terlebih dahulu. 
Unsur rencana sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan 3 (tiga) 
syarat, yaitu: 
1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 
2. Tersedianya cukup waktu sejak pengambilan putusan (untuk 
menganiaya) sampai pada pelaksanaan penganiayaan, dan 
3. Pelaksanaan perbuatan (penganiayaan) tersebut dilakukan. 
d) Penganiayaan Berat 
Penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Penjabaran 
dari ketentuan ini adalah sebagai berikut: 
1. Penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) 
diatur dalam Pasal 345 ayat (1). 
2. Tidak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian 
diatur dalam Pasal 354 ayat (2). 
Pasal 354 sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
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2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  
Ayat (1) Pasal 354 di atas mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Unsur kesengajaan  
Dalam konteks Pasal 354 kesengajaan harus diartikan secara luas, 
yaitu: 
a. Sengaja sebagai maksud 
b. Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan, dan 
c. Kesengajaan sebagai kesadaran sadar akan kepastian. 
Dengan demikian, kesengajaan dalam konteks Pasal 354 tidak 
hanya meliputi kesengajaan sebagai maksud. Penafsiran kesengajaan 
dalam konteks Pasal 354 seperti disebutkan di atas, dapat kita lihat pada 
yurisprudensi, yaitu yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 
105/K/Kr/1975 Tanggal 8 Januari 1975, yang pokoknya menentukan: 
 Seseorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain 
untuk membuktikan apakah orang tersebut kebal (tidak mempan) senjata 
tajam. Harus dapat mempertimbangkan bahwa sebagai manusia biasa, 
kemungkinan besar orang itu benar-benar terluka sehingga ia dapat 
dikategorikan memiliki niat untuk melukai orang tersebut. 
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Berdasarkan yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa 
sekalipun orang tersebut tidak mempunyai maksud melukai orang 
tersebut, namun demikian ia tetap dianggap mempunyai kesengajaan 
terhadap akibat lukanya orang tersebut. 
2. Unsur melukai berat (perbuatan) 
Unsur perbuatan dalam konteks Pasal 354 mempunyai arti yang 
sama dengan perbuatan Penganiayaan yang abstrak, sehingga perbuatan 
melukai berat dalam Pasal 354 KUHP ini dapat terjadi dengan berbagai 
perbuatan seperti mambacok, memukul, menjerat, dan sebagainya. 
3. Unsur Tubuh Orang Lain. 
Dalam unsur ini penganiayaan itu harus ditujukan kepada tubuh 
orang lain sehingga tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri 
seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan dimana hukum tidak 
pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana. 
4. Unsur Akibat yang Berupa Luka Berat. 
Luka berat dalam unsur ini adalah luka yang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yaitu: 
a. Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh 
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. 
b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan pencaharian. 
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c. Kehilangan salah satu panca indera. 
d. Mendapat cacat berat. 
e. Menderita sakit lumpuh.  
f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 
g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Dalam penganiayaan berat mengakibatkan kematian, maka dalam 
hal ini kematian bukanlah hal yang kehendaki oleh pelaku. Pelaku hanya 
menghendaki timbulnya luka berat, sedangkan kematian merupakan 
akibat yang tidak dikehendaki. 
Dalam pidana ini harus dibuktikan, bahwa pelaku tidak mempunyai 
kesengajaan untuk menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai 
kemungkinan atau sebagai kepastian. Sebab, apabila kematian 
merupakan akibat yang disengaja atau dikehendaki oleh pelaku, maka 
yang terjadi bukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, 
tetapi yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan. 
e) Penganiayaan Berat Berencana 
Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 
KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan 
berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada 
dasarnya merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 
ayat (1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). 
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Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dan berencana 
mengatur beberapa rincian, yaitu: 
a. Penganiayaan berat dan berencana. 
b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan kematian. 
Dengan melihat rumusan Pasal tersebut, yakni penganiayaan berat 
yang direncanakan, nampak ada persamaan dengan Pasal 354 KUHP,. 
Persamaannya  terletak pada Ozpet atau yang disebut dengan sengaja 
menimbulkan luka parah pada tubuh si korban. 
Letak perbedaannya adalah dalam Pasal 355 KUHP menekankan 
kepada adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu sebelum si 
pelaku melakukan Penganiayaan, sedangkan pada Pasal 354 KUHP si 
pelaku tidak memiliki rencana terlebih dahulu sebelum melakukan 
Penganiayaan. 
f) Penganiayaan Terhadap Orang yang Berkualitas Tertentu  
Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP 
yang menyatakan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354,dan 
355 dapat ditambah sepertiga: 
1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibu bapaknya manurut 
undang-undang, istrinya atau anaknya. 
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat, ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah. 
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3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau 
diminum. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 356 KUHP, terdapat dua hal yang 
memberatkan berbagai penganiayaan di atas,yaitu: 
1. Kualitas korban, yaitu apabila penganiayaan tersebut berkualitas 
sebagai bapak, ibu, istri, atau anak serta pegawai negri yang ketika 
atau kerena menjalankan tugasnya yang sah. 
2. Cara atau modus penganiayaan yaitu dalam hal penganiayaan itu 
dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau 
untuk diminum. 
g) Penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penerangan 
ataupun perkelahian 
Penyerangan terhadap kejahatan ini adalah bentuk lain daripada 
macam-macam delik penganiayaan yang telah dibahas lebih dahulu. 
Sehubungan dengan hal ini, Pasal 358 KUHP menyatakan mereka yang 
sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat 
beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa 
yang khusus dilakukan, diancam (Moeljano, 1984: 152); 
1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika 
akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 
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2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika akibatnya ada 
yang mati.  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 
diatur dalam Pasal 356 KUHP adalah akibat penyerangan atau 
perkelahian yang menyebabkan luka berat atau matinya orang lain,. 
Apabila dapat dibuktikan siapa pelakunya maka yang bertanggung jawab 
adalah orang yang menyebabkan luka berat atau matinya orang tersebut. 
Masalah turut serta dalam Pasal 358 KUHP ini dikemukakan oleh 
Sudrajat Bassar (1984:139) sebagai berikut: 
Dalam hal turut serta pada penyerangan atau pergulatan itu, maka 
semua orang yang ikut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum. 
Tanggung jawab satu persatu mengenai akibat itu, tidak perlu dibuktikan. 
 Setelah membahas mengenai jenis Penganiayaan, selanjutnya 
akan dibahas mengenai unsur-unsur dari delik penganiayaan. Unsur dari 
delik penganiayaan yaitu: 
a. Adanya unsur kesengajaan, yaitu bahwa adanya niatan maupun 
tujuan dari si pelaku untuk melakukan penganiayaan, yaitu 
menimbulkan rasa sakit atau pada badan/tubuh seseorang dan 
niatan maupun tujuan tersebut adalah kehendak si pelaku. 
b. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain yaitu bahwa orang tersebut 
merasakan rasa sakit walaupun tanpa adanya perubahan bentuk 
tubuh badan dari orang tersebut, atau menimbulkan luka yaitu 
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menyebabkan tanda atau terdapat perubahan pada badan/tubuh 
orang lain yang berlainan dari bentuk semulanya atau merugikan 
kesehatan orang lain. 
Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka dapatlah 
disimpulkan bahwa unsur mutlak adanya penganiayaan adalah rasa sakit 
atau luka yang dikehendaki oleh si pelaku atau dengan kata lain unsur 
kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur kesengajaan 
ini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk). 
E. Massa 
1. Pengertian Massa 
Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai 
hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang keidupan 
sosial, politik, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif 
berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan 
yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk hukum nasional pengganti 
HIR yang memiliki 11 (sebelas) asas dalam upaya penegakan hukum 
tersebut dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya berbagai kendala, 
hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan 
masyarakat dalam proses penegakan hukum. 
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Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal 
dan tindakan aparatur yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, 
saksi-saksi lain maupun kelompok masyarakat tertentu. Banyak kelompok 
masyarakat yang berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang KUHAP sangat banyak memberikan perlindungan dan 
perhatian atas hak-hak asasi/harkat martabat para tersangka atau 
terdakwa, tetapi sedikit sekali mengatur tentang perlindungan/perhatian 
atas hak-hak asasi/harkat martabat anggota masyarakat yang terlibat 
dalam proses penegakan hukum tersebut, baik saksi korban maupun 
saksi-saksi lainnya. 
Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih 
sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang 
berlaku yaitu memengaruhi aparatur hukum secara negatif yang 
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan 
hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga atau 
anaknya/kelompoknya. 
Banyak faktor yang memengaruhi belum berperannya masyarakat 
secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan 
hukum, di samping itu masih banyak ditemui hambatan/kendala-kendala 
yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut. 
Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kriminalitas 
termasuk penganiayaan adalah tidak adanya rasa bersalah dari perilaku 
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kriminalitas, tidak adanya rasa bersalah itu disebabkan (Achmad Ali dan 
Wiwie Heriyani, 2012: 150) 
1. Pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah 
perbuatan  yang dilarang oleh Undang-Undang. 
2. Pelaku ketika berhadapan dengan petugas, tidak mengetahui 
bahwa melawan petugas itu merupakan kejahatan yang dilarang 
dan diancam pidana oleh Pasal 212, 213, dan 214 KUHP. 
3.  Pelaku pada dasarnya memiliki persepsi keliru tentang kejahatan 
yang dilakukannya, karena nilai penyimpangan yang dianutnya, 
misalnya jika kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan 
penganiayaan, mungkin si pelaku menganut nilai bahwa ikut serta 
dalam suatu pengeroyokan atau penganiayaan secara massal 
merupakan wujud dari heroism dan solidaritas berkelompok, 
bahkan sebaliknya ia berpersepsi bahwa tidak ikut dalam tawuran 
merupakan sesuatu yang salah, pengkhianatan, dan pengecut. 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan 
mayarakat terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut 
merupakan sebuah pelanggaran, ini berarti pemahaman dan kesadaran 
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri sangatlah 
minim. Menurut Ewick dan Silbey (Ahmad Ali, 2009: 298-290), kesadaran 
hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan 
praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum 
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adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai 
aturan, norma, atau asas. 
Berkaitan dengan kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Ewick 
dan Silbey, perlu dibandingkan dengan Max Weber yang mengidentifikasi 
the subjective meaning-complex of action (kompleks makna subjektif dari 
tindakan) sebagai objek kajian ilmu perilaku hukum. Weber 
menggambarkan interpretasi subjektif terhadap tindakan sebagai suatu 
upaya untuk memahami perilaku manusia dalam kerangka the concepts of 
collective entities (konsep-konsep entitas kolektif). 
Jadi, jelas bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan 
efektivitas hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering 
orang mencampuradukkan antar kesadaran hukum dan ketaatan hukum, 
padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap 
tidak persis sama. Kedua unsur itu memang menentukan efektif atau 
tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam 
masyarakat (Ahmad Ali, 2009: 290). 
Pola-pola perikelakuan jahat merupakan masalah sosial (dan 
hukum) yang membawa masyarakat pada keadaan anomie (Soerjono 
Soekanto, 2006: 214-215), yakni keadaan kacau karena tak adanya 
patokan tentang perbuatan-perbuatan apa yang baik dan apa yang tidak 
baik. Para ahli (misalnya para krimonolog) beranggapan bahwa setiap 
masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan 
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kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang kepada 
seseorang untuk menjadi jahat (counter culture). Akan tetapi, orang akan 
berpendapat bahwa perikelakuan jahat adalah perbuatan yang 
menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku atau menyeleweng dari 
perbuatan-perbuatan yang sewajarnya dapat ditoleransi oleh masyarakat. 
Bagi seseorang yang pernah mendalami ilmu hukum, mungkin agak sulit 
menerima anggapan bahwa masyarakat dan kebudayaanlah yang 
memberikan peluang bagi terbentuknya perikelakuan jahat. Bagaimana 
mungkin bahwa suatu kebudayaan yang menghasilkan tata tertib 
pergaulan hidup malah memberikan peluang-peluang bagi perbuatan-
perbuatan yang menyimpang. Mungkin jawabannya adalah karena 
pembentukan hukum pada umumnya merupakan golongan kecil dari 
masyarakat yang menduduki lapisan sosial menengah atau tinggi. 
Sedangkan, di dalam membentuk atau menyusun kaidah-kaidah hukum, 
orang-orang tersebut jelas terpengaruh oleh latar belakang kehidupan dan 
pengalaman-pengalaman golongannya. Dengan demikian, maka kaidah-
kaidah yang mereka anggap demikian pentingnya, belum tentu sesuai 
dengan kepentingan-kepentingan warga masyarakat lainnya, yaitu untuk 
mendorong dilaksanakannya perbuatan-perbuatan yang disukai oleh 
masyarakat, karena kaidah-kaidah tersebut hanya merupakan perwujudan 
dari cita-cita segolongan kecil masyarakat.  
Suatu gejala yang agak lazim juga adalah bahwa perikelakuan-
perikelakuan jahat akan dapat dijumpai pada segala lapisan masyarakat, 
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baik yang rendah, menengah ataupun tinggi, akan tetapi perikelakuan 
jahat yang dilakukan oleh orang-orang dari lapisan tinggi jarang dituntut, 
ditindak apalagi dihukum.  
Tingkah atau pola berperilaku suatu masyarakat biasa dipengaruhi 
oleh suatu kebiasaan atau tradisi. Kebiasaan atau tradisi (Sudikno 
Mertokusumo, 2003: 104-105) adalah sumber hukum yang tertua, sumber 
dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-
undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. 
Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang 
tetap, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup 
tertentu. Pergaulan hidup ini dapat merupakan lingkungan yang sempit 
seperti desa. Tetapi dapat juga luas yang meliputi masyarakat negara 
berdaulat. Keyakinan atau kesadaran itu tidak perlu ada sejak semula 
melekat pada kebiasaan. Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu 
berlangsung secara tetap, terulang, akan timbullah anggapan bahwa 
memang demikianlah seharusnya. Perlu diingat bahwa ada kebiasaan 
yang ada kebiasaan yang dilakukan bukan kerena keyakinan atau 
kesadaran, tetepi karen ikut-ikutan belaka, karena orang lain atau nenek 
moyang melakukannya, tanpa adanya keyakinan bahwa itu patut 
dilakukan.  
Kata massa menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara 
melibatkan orang; bersama-sama; secara besar-besaran (orang banyak). 
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Jadi berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
penganiayaan yang dilakukan secara massa adalah sekumpulan orang 
yang terdiri lebih dari satu orang atau lebih yang tanpa batas berapa 
banyak jumlahnya melakukan kekerasan terhadap orang. 
Berdasarkan dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa perbuatan pidana secara massal adalah perbuatan yang dilarang 
oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi 
pelanggarnya yang mana yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh 
sekumpulan orang banyak/lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa 
batas. 
Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan secara 
massal juga dapat dikatakan perbuatan pidana yang dilakukan secara 
kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal 
ini dengan jumlah yang banyak lebih dari satu orang dimana secara 
langsung maupun tidak langsung baik direncanakan maupun tidak 
direncanakan telah terjalin kerjasama baik hal tersebut dilakukan secara 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri  dalam satu rangkaian peristiwa 
kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana, atau lebih spesifik 
menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non 
fisik. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP (Andi Hamzah, 2009:7). 
Dalam Pasal 170 KUHP disebutkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 
tersebut adalah: 
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1. Barangsiapa, dimana yang dimaksud adalah orang atau personal. 
2. Bersama-sama dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dimuka umum adalah 
dimana tempat tersebut tidak tersembunyi atau dapat diketahui 
orang lain, secara bersama-sama artinya lebih dari seorang 
melakukan perbuatan dan dilakukan secara bersama-sama, dan 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. 
Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk 
menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara massal 
yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP 
mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subjek 
“barangsiapa” menunjukkan pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan 
tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini 
menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa 
yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya 
ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar-benar terbukti serta 
dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa 
yang unik sifatnya delik seperti ini sukar diterapkan. 
Jadi Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner 
atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya 
apabila massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik 
penyertaan, karena dalam pasal-pasalnya jelas mengenai kedudukan 
para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang 
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reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) 
dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis 
dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai 
tanggung jawab yang sama dengan pelaku lain. 
Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal diisyaratkan harus 
adanya kerjasama baik itu direncanakan ataupun tidak direncanakan dan 
dikehendakinya perbuatan tersebut, oleh karena perbuatan pidana yang 
dilakukan secara massal dapat dikatakan sebagai delik dolus karena 
dilakukan dengan sengaja. Karena tidak mungkin adanya kerjasama 
apabila tidak disengaja (Andi Hamzah:2009:7). 
Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal yang 
mengakibatkan kerusakan fisik maupun nonfisik dikatakan sebagai 
kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini 
baik berupa ancaman saja merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki 
akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan 
kematian pada seseorang. 
Melihat defenisi tentang kekerasan tersebut maka dalam pidana 
yang dilakukan secara massal masuk dalam ketegori (Collective 
Violence). Biasanya tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan ciri-
ciri yaitu: 
1. Amonimitas adalah memindahkan identitas dan tanggung jawab 
individu ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok. 
54 
2. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa 
maupun di dalam massa menjadi sangat impersonal. 
3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya. 
Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian 
dikonfirmasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut 
mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu 
orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk ciri anonimitas 
dan sugestibilitas bisa jadi terdapat pada suatu kelompok massa tapi tidak 
untuk impersonalitas atau sebaliknya. Perbuatan pidana yang dilakukan 
secara massal tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perbuatan 
pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang 
membedakan adalah subjek dan perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih 
banyak/lebih dari satu orang. 
Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait 
dengan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil secara efektif 
terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang 
mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada 
perbuatan pidana yang dilakukan secara massal untuk menentukan batas 
maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata 
massa adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal 
jadi massa dalam hal ini ada dua kategori dari jumlah massa yaitu, massa 
yang jelas berapa jumlah massanya dan massa yang tidak jelas berapa 
banyak jumlah massanya (Adami Chazawi, 2002:123). 
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Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana 
massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya 
serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan 
pidana, sebab hal tersebut sudah diatur didalam hukum pidana yaitu pada 
delik penyertaan. 
Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah 
massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung  dengan 
nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa 
yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi 
dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas 
berapa besar jumlah nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan 
tindak pidana. 
F. Teori-Teori dalam Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok (A. S. 
Alam, 2010:79-80), yaitu: 
1. Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
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hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara 
pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi 
kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas 
menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu 
lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang sedang 
berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, 
dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat 
tidak terjadi. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya ada seorang ingin 
mencuri motor tetapi kesempatan itu hilang karena motor yang ada 
semuanya ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya 
preventif, kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Polwiltabes Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian 
tersebut atas pertimbangan, bahwa Kota Makassar merupakan kota yang 
cukup padat, modern dan memiliki tipe masyarakat yang beragam. Dan 
kerena tipe masyarakat yang beragam, modern dan cukup padat itulah 
maka banyak terjadi tindak pidana tidak terkecuali penganiayaan yang 
dilakukan oleh massa. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak – pihak yang terkait dengan penelitian 
ini, 
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Sumber data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
buku kepustakaan, Korban dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian, 
b. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan 
cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan 
aparat hukum di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 
2. Wawancara, yaitu Tanya-jawab secara langsung yang dianggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan 
objek penelitian, 
3. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dikaji. 
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D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam 
bentuk tugas akhir atau skripsi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS 
atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 
Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, LAPAS lebih dikenal dengan 
istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana 
Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman). 
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap 
para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan 
yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan 
hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan 
narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, 
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan 
belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga 
pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu 
lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan 
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pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Sahardjo pada 
tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 
27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan.  
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" 
secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana 
yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar 
Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk 
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 
pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara 
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. 
Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah 
pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan 
berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor 
J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.  
Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. 
Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda 
dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan 
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atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus 
diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang 
dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan 
dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain 
yang dapat dikenakan pidana.  
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau 
anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah 
pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. 
Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing 
yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak 
tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap 
mereka.  
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di 
atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas 
Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan 
Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan 
sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan di 
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samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan 
sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat 
terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 
terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.  
Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat 
pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk 
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 
maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak 
maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain 
sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja 
sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima 
kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani 
pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak 
tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang 
secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai 
Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan 
kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim 
Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana 
Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Sama halnya dengan 
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daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di 
Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di 
Jalan Sultan Alauddin No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga 
pemasyarakatan Klas I Makassar memiliki luas tanah 94.069 m2 yang 
status pemilikannya adalah hak milik, sedangkan luas bangunan 
seluruhnya 29.610 m2. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
yaitu: 
 VISI: 
 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar  
 Tangguh dalam pembinaan  
 Prima dalam pelayanan  
 Unggul dalam pengamanan 
 MISI: 
“Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib 
menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, berguna 
bagi keluarga, bangsa dan Negara.” 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA MAKASSAR 
 
 
 
B. Peran Korban Terhadap Peningkatan Terjadinya Kejahatahan 
Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Massa di Kota Makassar 
Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku 
kejahatan di Kota Makassar merupakan suatu hal yang sering kali terjadi 
bila seorang pelaku kejahatan tertangkap tangan oleh masyarakat. 
Timbulnya tindakan yang dilakukan oleh massa ini pasti diakibatkan oleh 
banyak faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan seperti ini terjadi 
hampir di seluruh pelosok Indonesia, hal ini sedikit menjadi ironi karena 
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masalah seperti ini menunjukkan masyarakat di Indonesia khususnya di 
Makassar sering melakukan tindakan main hakim sendiri. 
Sebelum membahas masalah kedudukan korban dalam 
Penganiayaan oleh massa, yang dimaksud dengan korban ialah mereka 
yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain 
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, 
sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja 
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, 
sengaja merusak kesehatan orang. 
Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah penganiayaan oleh 
massa tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Kadang diasumsikan 
oleh masyarakat bahwa penganiayaan terhadap pelaku kejahatan 
merupakan sesuatu yang benar untuk dilakukan sehingga masyarakat 
menganggapnya sesuatu yang wajar dan pelaku kejahatan pantas untuk 
dianiaya. Akibatnya korban juga merasa perlakuan massa terhadap 
dirinya memang pantas didapatkan karena korban mengakui 
perbuatannya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian penulis yang 
melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku kejahatan sekaligus 
menjadi korban penganiayaan oleh massa di Lapas Klas 1 Makassar.  
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Alimuddin selaku korban penganiayaan oleh massa menjelaskan:  
“saya dipukuli oleh massa ketika melakukan pencurian di sebuah 
toko, massa yang melakukan penganiayaan kepada saya tidak 
dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian” 
 
Atas penjelasan korban di atas, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa hak-hak korban kurang diperhatikan bahkan diabaikan 
padahal jelas pada Pasal 351-358 KUHP tentang penganiayaan bahwa 
perbuatan yang dilakukan oleh massa tersebut adalah tindak pidana yang 
dapat dihukum. Namun pihak Kepolisan tidak melakukan apapun tindakan 
terhadap massa, ini mengindikasikan ketidaksigapan pihak Kepolisian 
dalam melindungi hak-hak korban.  
Alimuddin menambahkan: 
“Saya tidak melapor karena saya merasa bersalah, dan juga saya 
mengakui perbuatan saya.” 
 
Dari penjelasan Alimuddin di atas dapat disimpulkan bahwa korban 
tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban, sehingga seringkali dapat 
dikatakan massa sendirilah yang salah dalam hal ini karena bersikap 
memberikan kesempatan atau membiarkan dan menyalahgunakan 
kesempatan tersebut untuk main hakim sendiri. Yang menjadi masalah 
adalah apabila orang-orang yang merasa dirinya turut serta melakukan 
penganiayaan dan merasa bertindak membantu kepolisian dalam 
mencegah terjadinya kejahatan. Namun di samping itu mereka tidak 
menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah melampai batas 
bukan hanya merugikan korban tetapi juga melanggar aturan (Pasal 351-
358 KUHP tentang Penganiayaan).  
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C. Peran Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan yang 
Dilakukan oleh Massa di Kota Makassar 
Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak 
Anwar. H selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal, pada tanggal 14 
Agustus 2013, penulis mengajukan pertanyaan bagaimana peran pihak 
kepolisian dalam menangani Penganiayaan yang dilakukan oleh massa 
terhadap pelaku kejahatan di Kota Makassar, pada kesempatan tersebut 
beliau mengemukakan:  
“Tergantung apakah korban melaporkan penganiayaan yang 
dialaminya, karena salah satu kendala yang dialami dalam 
menangani kasus seperti ini adalah kadang korban menerima 
perlakuan massa atas perbuatan yang dilakukannya”. 
 
Mengenai jawaban yang dikemukakan oleh narasumber di atas 
penulis menyimpulkan bahwa kepolisian sebenarnya dapat melakukan 
penindakan apabila mengetahui adanya delik yang terjadi. Karena pada 
dasarnya delik yang dilakukan oleh massa ini bukanlah delik aduan, jadi 
Polisi selaku aparatur Negara dapat segera bertindak melakukan 
pemeriksaan kepada pelaku. 
Selanjutnya pada kesempatan yang sama, penulis 
mempertanyakan bagaimana tindakan aparat, khususnya terhadap 
penganiayaan yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku Kehajatan di 
Tempat Kejadian Perkara (TKP), narasumber mengemukakan bahwa: 
“Dalam tindak pidana seperti ini yang jadi prioritas polisi meredam 
massa dan mengamankan korban, karena jangan sampai korban 
bisa meninggal apabila tidak diamankan terlebih dahulu.” 
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 Dari jawaban yang dikemukakan narasumber, penulis 
menyimpulkan bahwa tindakan polisi sebenarnya sudah betul dengan 
menyelamatkan korban terlebih dahulu, tetapi dengan tidak memproses 
orang yang melakukan penganiayaan (massa) bisa menjadikan tindak 
pidana seperti ini semakin memenjadi kebiasaan dan mendara daging, 
karena massa menganggap hal yang mereka lakukan adalah hal yang 
benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang. 
 Selanjutnya penulis bertanya bagaimana tanggung jawab aparat 
kepolisian terhadap hal ini, apakah kepolisian dapat represif kepada 
massa, narasumber menjawab: 
“Pihak kepolisian bertindak sesuai prioritas, apabila massa sulit 
dikendalikan maka polisi akan melakukan tindakan represif untuk 
meredam massa dan mengamankan korban.” 
 
 Dari hasil penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber di atas 
penulis menyimpulkan bahwa pihak kepolisian hanya melakukan tindakan 
pengamanan terhadap korban di TKP, tetapi tidak melakukan penindakan 
terhadap pelaku dalam hal ini massa dengan alasan bahwa para korban 
tidak melaporkan kejadian yang terjadi. Tetapi pada dasarnya setiap 
tindak pidana kecuali yang berupa delik aduan apabila diketahui oleh 
pihak kepolisian sudah dapat diproses walaupun belum ada laporan dari 
pihak terkait dalam hal ini korban. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes 
Makassar dan di Lapas Klas 1 Makassar, data yang diperoleh selama 
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melakukan penelitan pihak kepolisian di Polrestabes Makassar tidak 
pernah melakukan penahanan atau memproses kasus penganiayaan oleh 
massa terhadap pelaku tidak pidana. Ini mencerminkan tidak sigapnya 
penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak 
hukum terhadap perlindungan korban. Pihak Kepolisian berdalih bahwa 
para korban penganiayaan oleh massa tidak ada yang pernah melaporkan 
penganiayaan yang dialaminya kepada pihak kepolisian, ini sedikit 
mengejutkan mengingat bahwa tidak pidana penganiayaan bukanlah 
sebuah delik aduan, yang biasanya harus ada laporan terlebih dahulu 
baru pihak kepolisian melakukan tindakan.  
Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah 
yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman, tanpa permintaan dari 
korban hendaknya segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan 
dan memberikan hukuman kepada orang-orang bersalah. Akan tetapi dari 
banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya 
kejahatan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari 
orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa 
disebut pula sebagai delik aduan. Alasan dari adanya delik aduan ini 
adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih 
menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan 
bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan (R. Soesilo, 
1993: 87). 
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Dari penjelasan di atas memang sudah jelas pihak berwajib dalam 
hal ini Pihak Kepolisian sudah seharusnya melakukan tindakan terhadap 
massa. Dari penjelasan di atas jelas menyampaikan pesan bahwa di luar 
delik aduan apabila pihak berwajib mengetahui telah terjadi tindak pidana 
maka pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian tanpa harus ada 
laporan dari korban dapat melakukan pemeriksaan. 
Apabila pihak Kepolisian tidak melakukan tindakan terhadap tindak 
pidana semacam ini, masyarakat di Indonesia khususnya Makassar akan 
menganggap  penganiayaan atau main hakim sendiri ini sesuatu yang 
sudah wajar dan pantas didapat oleh para pelaku kejahatan, masyarakat 
akan merasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar dan 
membantu pihak kepolisian melakukan tugasnya menangkap penjahat. 
Masyarakat memang harus berperan aktif terhadap penegakan hukum 
tetapi berperan aktif di sini punya batasan-batasan yang tidak boleh 
dilanggar, menangkap penjahat itu merupakan tindakan peran aktif 
terhadap penegakan hukum dan sangat membantu pihak kepolisian 
dalam mengurangi tingkat kriminalitas yang di Indonesia khususnya 
Makassar, namun apabila massa menangkap orang yang melakukan 
kejahatan seperti mencopet dan menganiaya pencopet tersebut sebelum 
dilaporkan ke Polisi maka massa tersebut telah melampaui batas dari 
berperan aktif itu sendiri, karena penganiayaan merupakan suatu tindak 
pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dan diancam hukuman.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis di 
atas, dapat disimpulkan bahwa. 
1. Para korban tidak mengetahui tentang hak mereka sebagai korban. 
korban merasa apa yang massa lakukan kepada dirinya merupakan 
sebuah resiko dari perbuatannya dan massa merasa yang telah 
dilakukan terhadap para korban adalah hal yang tepat dan telah 
membantu pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. 
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian 
sangatlah minim, dengan hanya mengamankan para korban saja. 
Tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap massa yang telah 
menganiaya para korban. Pihak Kepolisian tidak pernah menahan 
massa yang melakukan penganiayaan karena para korban tidak 
pernah mengadukan telah dianiayaa oleh massa. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran 
yakni: 
1. Perlu adanya penyuluhan dan komunikasi yang baik antara Massa 
dan Pihak Kepolisian, agar tidak melakukan Penganiayaan 
terhadap pelaku kejahatan dalam hal ini korban. 
73 
2. Sebaiknya pihak kepolisian melakukan tidakan terhadap tindak 
pidana semacam ini, sebab apabila tidak maka massa akan 
merasa apa yang mereka pebuat merupakan sesuatu yang benar 
dan telah membantu pihak Kepolisian dalam menjalankan 
tugasnya. 
3. Sebaiknya pihak kepolisian melakukan tindakan sebab apabila 
tetap membiarkan hal ini maka tindakan seperti ini akan menjadi 
sebuah kebiasaan, karena seolah-olah pihak kepolisian 
memberikan kelonggaran terhadap tindak pidana ini. 
4. Polisi sebaiknya melakukan penyuluhan terhadap kebiasan 
masyarakat dalam hal ini massa tentang malakukan penganiayaan 
terhadap para pelaku kejahatan yang tertangap. 
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